KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 3/PL.02.7-Kpt/3316/KPU-Kab/1/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang

.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13
huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Blora telah menetapkan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020 dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 781 /PL.02.6-Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2020;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59
ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilthan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupat
terpilihh - dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah
Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara

perselisihan  hasil  Pemilihan dalam buku  registrasi




Mengingat

perkara konstitusi;

. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 60/PL.02.7-
SD/03/KPU/I1/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Pe

netapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak
Tahun 2020;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blora Tahun 2020;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun

1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5189);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan




@]

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
beberapa Kkali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5344);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 21
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilthan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1763);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor S5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang




Tahapan, Program dan Jadwal Penvelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1384);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora

Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan




Memerhatikan:

10.

11

12.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 42/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-
Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 63/PL.02.3/Kpt/2316/KPU-Kab/IX/2020 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun
2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 64/PL.02.3/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang
Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun
2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 781/PL.02.6-Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2020
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2020;

. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nomor : 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021
perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun
2021 Yang Diregristrasi di Mahkamah Konstitusi,

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
: 60/PL.02.7-SD/03/KPU/1/2021 tanggal 20 Januari 2021
perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan
Serentak Tahun 2020;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor : 2/PL.02.7-BA/3316/KPU-Kab/1/2021 tentang
Penctapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora
Tahun 2020.




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLORA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora
Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. ARIEF ROHMAN,
M.Si. dan Sdri. TRI YULI SETYOWATI, S.T., M.M. dengan
perolehan suara sebanyak 318.380 (Tiga Ratus Delapan
Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) suara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati
dan Wakil Bupati Blora Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Blora.
pada tanggal 21 Januari 2021.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinva
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABUPATEN BLORA




